
BUPATILEBOHG 
PROVIHSIBEHGKULU 

PERATURANBUPATILEBONG 
NOMOR/fTAHUN 2016 

TENT.ANG 
PEMBENTUKAif UiNIT PELAKSANA TEKNJS PEMADAM KEBAKARAN 

PADA BADAlf PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENOAM RAHMAT TUHAN YANG llllAllA ESA 

BUPATI LEBONG, 

a bahwa untuk melaksanakan ketentuan 
Peraturan Daerah ~bupaten Lebong Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kabupaten Lebong, serta untuk 
pelaksanaan teknis operasioanal di lapangan 
khususnya dalam penanggulangan bencana 
kebakaran, maka perlu dibentuk Unit 
Pelaksanan Teknis Pemadam Kebakaran pada 
Badan · Penanggulangan Bencana Daerah 
Kabupaten Lebong 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan 
dengan Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 9 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 
19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Le bong dan 
Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Repu.blik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4349); 



3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencan.a (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran 
Indonesia Nomor 4723); 

Negara Republik 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4725); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lerobaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 56791; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 
tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
Antara Pemerintah, Pemerintah dan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintah dan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Twnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4737); 

9. Peratilran Presiden Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 



Mempcrhatikan 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, sebagaimanan telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Ataa Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong 
Nomor3Tahun 2011 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah Kabupaten Lebong; 

12 Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomorl4 
Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
(RTRW) Kabupaten Lebong. 

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 
Tahun 2007 tentang Petunjuk Tenis Penataan 
Organisasi Perangkat daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 56 Tahun 2010, 

2. Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 
tentang Pedoman Pembentukan Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah, 

MEMUTUSKAlf: 

Menetnpkan :PBRATURAl'I BUPATI TElffANG PBIIIBElffUKAN UMT 
PELAKSANA IEKNks PBIIIADAM KEBAKARAlf PADA 
BADAN PENANGGULANGAJf BOC.ANA DAERAII 
KABUPATD LEB01'G 

BABI 
l<ETE!ITUAN UMUM 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong 

2. Pemerintah O.aerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah 
dacrah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republilc 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai 
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah; 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong; 

5. Sadan Penanggulangan Bencana Daerah yan.g selanjutnya_ disebut 
BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten 
Lebong yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan 
fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana; 

6. Kepala Badan adalah Kepala BPBD yang dijabat secara rangkap (ex
oflicio) oleh Sekretaris Daerah; 

7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana yang membantu 
Kepala BPBD Kabupaten Lebong dalam menyelenggarakan tugas 
dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD 
sehari-hari; 

8. Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran yang selanjutnya 
disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Badan 
Pcnaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong; 

9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten 
Lebong; 

10 Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil 
dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu secara 
mandiri; 

BABII 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pemadam Kebakaran pada 
Badan Penanggu.langan Bencana Daerah Kabupaten Lebong; 

BABW 
SUSU1'A1'1 OROANISASI 

Pasal 3 

( l) Susunan organlsasi UPT terdirl darl : 
a. Kepala UPT; 
b. Sub Bagi.an Tata Use.ha; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional, dan; 
d. Petugas Operasional 

(2) St.ruktur organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini, 
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BAB m 
m>UD,JKAII DAK WILAYAH KBRJA 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasal 4 

(1) UPT merupakan unsur pelaksana tugas teknis BPBD di lapangan; 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada 
Kepa,la Pelaksana BPBD; 

Bagian Kedua 
Wilayah Kerja 

Pasal5 

UPI' berkedudukan dan mempunyai wilayah kerja di Kabupaten Lebong: 

BAB V 
TUGAS POKOK DAN FUJIGSI · 

Bagian Kesatu 
UPT 

Pasal 6 

(1) UPT mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan terhadap 
ancaman bencana kebakaran, 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

I {I), UPT mempunyai fungsi : 
'--

a. Penyusunan rencana kegiatan UPT; 
b. Penyusunan kebijakan teknis UPT 
c. Menyelenggarakan penanggulangan terhadap ancaman bencana 

kebakaran; 
d. Pelaksanaan disemninasi dan bimbingan teknis di bidang 

penaggulangan terhadap ancaman kebakaran; 
e. Pelaksanaan ketatausahaan UPT; 
f. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan 

petunjuk operasional di bidang penanggulangan terhadap 
ancaman bencana kebakaran, dan; 

g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi clan pelaporan pelaksanaan 
kegiatan UPT'; 
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Bagian Kedua 
Kepala UPI' 

Pasal 7 

Kepala UPI' mempunyai tugas menyelenggarakan penanggulangan 
bencana kebakaran, 

Pasal 8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 
Kepala UPT mempunyai fungsi : 

a. Merumuskan kebijakan teknis urusan pencegahan dan 
penanggulangan bahaya kebakaran; 

b. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pengedalian terhadap usaha 
pcncegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 

c. Mengkoordinasikan dan mengembangltan jaringan kemitraan urusan 
penccgahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 

d, Mclaksanakan pembinaan dan petunjuk teknis kepada masyarakat 
Juas dan Dinas/lnstansi dalam rangka pencegahan dan 
pcnanggulangan bahaya kebakaran; 

e. Melaksanakan operasional dan pengendalian yang mencalrup kegiatan 
penccgahan dan penanggulangan bahaya kebakaran; 

f. Melakukan pemantauan dan pengendalian operasional pemadam 
kebakaran; · 

g, Melakukan koordinasi deng,an instansi terkait dalam wilayah kerjanya 
dalam rangka pen~ dan penanggulangan bahaya kebakaran; 

h. Mendelegasikan tug11s dan wewenang kepada bawahan agar 
pelaksanakan tugas dapat berjalan lancar, dan 

i, Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 
hasil kerjanya untuk bahan pertimbangan pengembangan karir. 

Pasal 9 

Kepala UPT membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta 
administrasi dan operasional bertanggung jawab kepada Kepala 
Pelaksana BPBD. 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 10 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan 
kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum serta perlengkapan 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Sub 
Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha; 
b. Menyusun kebijakan teknis penyelenggaraan penanggulangan 

Lerhadap 9ncaman bahaya kebakaran; 
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c. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang penanggulangan 
terhadap anrarnan hencana kebakaran; 

d. Menyususn rencana operasional pengelolaan UPI'; 
e. Menyusun rencana kinerja dan penetapan kinerja UPT; 
f. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, 

pcdoman dan petunjuk; 
g. Operasional di bidang penanggulangan terhadap ancaman bencana 

kebakaran; 
h. Melaksankan administrasi keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, 

dan sarana serta hubungan masyarakat; 
i. Melaksanakan pelayanan administrasi dan fungsional di lingkungan 

UPT; 
j . Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub 

Bagian Tata Usaha. 

Pasal 12 

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT. 

Bagian Keempat 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 13 

Kelompok jabatan fwlgsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 
tugas dan fungsi UPr sesuai dengan keablian dan atau keterampilan 
tatenru. 

Pasal 14 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dala.m pasal 13 
terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang 
terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 

(2) Sctiap kelompok jabatan fungsional dipimpin -oleh seorang tenaga 
fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada 
Kepala UPI'; 

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kcbutuhan dan 
beban kerja; 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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B&BVI 
TATAIDl:R.JA 

PasallS 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian, 
Kelompok Jabatan Fungsional dan Petugas Operasional, menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern 
maupun antar unit organ.isasi Jainnya, sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi masing-masing; 

(2) Setiap pimpinan satuan · organisasi dalam linglrungan UPT 
bertanggung jawab memimpin dan meng)(oordinasikan serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan 
Nga$ bawab,!l,rlllya masing-masing; 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan 
masing-masing bertanggung jawab kepada atasan 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya; 

Pasal 16 

UPT 
serta 

(1) Setiap bawahan dilingkungan UPT wajib mematuhi petunjuk, 
perintah, dan bertanggung jawab kepada atasan serta wajib 
melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan; 

(2) Setiap bawahan dalaro ranglca menjamin kelancaran pelaksanaan 
tugas wajib mem.berikan saran dan pertimbangan kepada atasannya; 

BAB VU 
KEPEOAWAIAJI 

Bagian Kesatu 
Eselon 

Pasal 17 

(1) Kepala UPT adalah eselon IV.a; 

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha ~dalah eselon N.b. 

Bagjan Kedua 
Pengangkatan 

Pasal 18 

(l) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagjan Tata Usaha diangkat dan 
d iberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang 
berlaku; 

(2) Petugas Operasional ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD. 
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BABVID 
PENOAlfGKATAN 

Pasal 19 

Semua biaya yang cliperlukan untuk membiayai UPT, dibebankan pada 
APBD Kabupaten Lebong serta sumber lainya yang sah. 

BABIX 
KETENTUAN LAIN-LAUf 

Pasal 20 

Jabatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagjan Tata Usaha, tidal< boleh 
dirangkap oleh pemegang jabatan st:ruktural atau jabatan fungsional 
lainnya . 

BABX 
KETEJfTUAN PERALIHAN 

Pasal 21 

SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyelenggaral<an 
penanggulangan bencana kebakaran, tetap melaksanal<an tugas pokok 
dan fungsinya sampai dengan dilaksanal<an pengisian serta penempatan 
ptjabat dan penonil. pada UPI' berdasarkan Peraturan Bupati ini. 

BABXI 
KETEIITUAN PElfflTUP 

Pasa1 22 

Penjabaran lebih lanjut tugas pokok dan fungsi Kepala UPT, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional, petugas Operasional, 
diatur oleh Kepala Pelaksanan BPBD. 

Pasal23 

Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaanya, diatur lebih lanjut oleh Bupati. 
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Pasal24 

Peraturan Bupati ini muw berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penetapanya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Lebong 

Ditetapkan di 1\tbei • 
pada tanggal / 1-lP, t l.. 2016 

BUPATI LEBONG ' 

'e/z:,; < L 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LEBON 

r 
MIRWAlfEFFENDI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2016 NOMOR /'f 

PEMERINTAH KABU?ATEN tEBONG 
· 8'G!~N HIIK!ll,l nJI' ~=~ 1~ ~l'I" r,1.prn 

• }\ ,..; •\lil .. !u .-, ·J , ,'.· ,'w, , 'i,,, !1i11'i .. ,iJm 

P' ELA;.H PRO0UK HUKLllA 
KABUPATEN lE80NG 
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI IEBONG 
NOMOR I'( TAHUN 2016 
TANGGAL I.% ApriL 2016 

8TldJK1vR ORGAlffSASJ 
UlOT PBLAKSAIIA TBKlQS PBIIADAII KEBAKARAN 

PADA BADAlf PBJIAIJGGULAIIGAR BDCAJl'A DAERAH 
KABUPATB1' LEBORG 

• 
KELOMPOK 

JA8ATAN FUNGSIONAL 

PfTIJGAS 
OP£RASIONAl. 

P' 'E!.A4H PRODUK HUKUM 
KABUPATEN LE80NG, 

KEPALA 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

P£TIJGAS PETUGAS 
01'1:RASIONAL OPERASIONAL 


